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BUPATI MELAWI 

PERATURAN BUPATI MELAWI 
NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG 
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MELAWI, 

a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan 
karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum 
Pemerintahan dan Pembangunan serta mendukung kelancaran dan tertib 
administrasi di bidang kepegawaian dipandang perlu adanya penegasan 
dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi 
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk mengatur 
keberadaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan 
Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Melawi. 

gingat 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

6. Peraturan .., 



87 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ; 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878); 

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 
2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 
167); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN 
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MELA WI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Melawi; 
Bupati adalah Bupati Melawi; 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom; 
Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi; 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Melawi; 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas / Badan di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi; 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri 
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi 
Pemerintah: . 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan; 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang 
emenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 
Pejabat Pe b;- · em ma Kepegawaian Daerah adalah Pejabat yang mempunya :ewenangan 
""tapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil 

"gara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen 
@Paratur 'i] . sip1 negara di instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan; 

11. J abatan ... 



ta1ah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang 
~,n adal? dal :, .: 

taba"~orang pegawai ASN lam suatu satuan organisasi 
an heh',tan Tinggi adalah Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah; 

patan Pimp 
ra di iinistrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
~batan g dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin 

, wewen t dminis s: ntahe dan awa» seluruh kegiatan pelayanan publik serta ax istrasi pemerint tan 
Je1aJcsanaan s an: 
~embangun ' . 

Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
yabata 4an hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan 
vewe""_~ egiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; 
elaksan 

, Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
fabata° 4an hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan 
ewenang dminis : ·ntaha de b 
elayanan publik serta ac istrasi pemerint an lan pembangunan; 

Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
Jabatan ~. il terte tu an pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keteramp an e en 
Lian pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit; 

gas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
~hang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan. 

Analisis Jabatan adalah Proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan serta 
nengolahnya menjadi Informasi Jabatan dan disajikan untuk kepentingan program 
epegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana; 

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis 
mntuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi 
erdasarkan volume kerja. 

BAB II 
JABATAN PELAKSANA 

Pasal 2 

etiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II}, Jabatan 
Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV} dan Jabatan Fungsional (Jabatan 
Fungsional Tertentu) diangkat dalam Jabatan Pelaksana. 

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
:iisesuaikan dengan Formasi Jabatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan 
memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja; 

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
lengan Keputusan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Kabupaten Melawi; 

Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat 
memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan dalam 
Jabatan Pelaksana: 

' 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila PNS yang telah diangkat dalam Jabatan 
Pelaksan: dialih 
p a 1 tempat tugas dan/ atau mutasi maka perpindahan tern pat tugas / mutasi 

NS yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; 
PNS y di ba'& iangkat dalam Jabatan Pelaksana tidak dapat menduduki Jabatan rangkap 

dengan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional; 
Fenetapan N 
ntut 'ama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan 
me.._"emberikan kejelasan tugas bagi Para PNS dengan jabatan pelaksana dalam 

sanakan tugas dan fungsi pada perangkat daerah; 
Nama Ja lan; "Patan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 

ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III ... 

e8 
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BAB III 

JABATAN FUNGSIONAL 
Pasal 3 

ang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Jabatan ~o ' 'seton III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana dapat 
j7~tista" abatan Fungsional. 

at dala 
pan6 pNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai formasi Jabatan pada 

gkatan ah penga jsasi Perangkat Daer; t; 

sap organ' se dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
peog!ll1g1<a:;an perbandingan objektif antara kompetensi, kualifi.kasi, dan persyaratan 
~emp"_~an oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki; 

dibutu 
ya" '~4apat PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional belum diangkat dalam 

bila ter r. • > 1al Ap pngsional dapat diberikan nama Jabatan Pelaksana Calon Jabatan Fungsion l; 
abatan I 
J tabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana 
Na' ~~ fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 
cal""_~akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
yang m° 

gkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Pengane 1bi· Ke .:., U . / PPK (Pejabat Pem ma epegawaian. Bupa 

Pasal 4 

. g Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten terdiri 
'~tan Fungsional Ahli dan Jabatan Fungsional Terampil sesuai dengan Peraturan 
dang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

jang Jabatan terendah sampai dengan tertinggi untuk jabatan fungsional adalah sebagai 
kut : 

Jabatan Fungsional Terampil 
a. Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a. 
b. Pelaksana, Pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 sampai dengan Pengatur Tingkat 1, 

Golongan Ruang II/b - I/ d. 
c. Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat 1, Golongan 

Ruang III/ a dan III/ b. 

d. Penyelia, Pangkat Penata dan Penata Tingkat 1, Golongan III/ c dan III/ d. 

dabatan Fungsional Ahli 
a. Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/ a 

dan III/b. 

b. Ahli Muda, Pangkat Penata dan Penata Tingkat 1, Golongan Ruang III/ c dan III/ d. 

c. Ahli Madya, Pangkat Pembina, Pembina Tingkat 1 dan Pembina Utama Muda Golongan 
Ruang IV/a - IV/c. 

d. Ahi U tama, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/ d dan IV/ c. 

PNS y, Pasal 6 ft~." telah diangkat dalam Jabatan Fungsional mendapatkan tunjangan jabatan 
onal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 

Bnjangan ·. 
Pada ,_atan fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan 

P P tusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; 
IS yang ar ak den~""&kat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap 

Jabatan struktural maupun jabatan pelaksana. 
Pasal 7 ... 
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Pasal 7 

jangkat dalam jabatan fungsional tidak diperbolehkan untuk : 

_~Ag tela',enjadi jabatan pelaksana; 
3¥° ;abatan me ... . alihJ iyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat; 
be ,: tes pen! . . . . . 

~agika' diri dari jabatannya, kecuali karena menderita sakit jasmani dan/atau "_snd"_, Adak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan ",~# seh"i_angan dari tim penguji keschatan. ro surat K° 
Jenga" Pasal 8 

utasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Melawi atau sedang melaksanakan 
Bys yan6"arus diusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsionalnya guna 

belaja» 
tuga° tunjangan jabatannya; 
~emutus 

an sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi PNS 
rem?"";~ manegkat dalam jabatan fngsional; 
yang s" 

b san sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
pembetas . 

tusan Bupatl. Kept 

Pasal 10 

PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional dapat dibebaskan sementara; 

Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan apabila 
pejabat fungsional yang bersangkutan : 

a. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya yang dibuktikan dengan Surat 
Tugas; 

c. dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang 
ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi; 

d. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

e. diberhentik an sementara sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
Yang berlaku; dan/atau 

"euti di 1 uar tanggungan negara kecuali cuti diluar tanggungan negara karena 
melahirt "7 

kan anak ke-4 (empat). 
Pabila sejak dibe ; 
Pada Aberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
ang;"[?l huruf e, dalam jangka waktu 1(satu) tahun tidak dapat mengumpulkan 

edit yang di arijaba. 1persyaratkan PNS yang bersangkutan harus diusulkan pemberhentian 
atan fungsional: 

' 
(4) Pembahasan ••. 

Pasal 9 

s rang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten yang telah diangkat dalam jabatan 
[, ,~shoat, harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional; 

Apabila pengangkatan dalam jabatan fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan 
perubahan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional; 

pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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sementara dan Pembcrhcntian dari jabatan fungsional 
~eba"",, ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

p"" ~d pa«!" ea"" Pasal 11 

; Sipil yang dibcbaskan sementara dari jabatan fungsional diberhentikan 
~ai Ne8,'_,~ngan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan 

pr" ran 'I 
baY" sementara; .pasa 

~em! p; sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional tidak dapat ~ea"""" , ' enaikan pangkatnya sebagai pejabat fungsional. 
.ehitun8 

d!!" 
Pasal 12 

(ungsional yang dibebaskan dari jabatan fungsional karena sebab-sebab 
pejaba' '4alam pasal 8, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila : 

aguimana 
sc' .lesai melaksanakan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; 

telah s° ~ selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsionalnya; 
b. ':iah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan; 

~, selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
d. tel 

sraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
'~an tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan keputusan 

e. dinyat . 
ngadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

f. :ah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki 
dalam jabatan fungsionalnya; 

Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 13 

abat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila : 
telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang- 
undangan yang berlaku; 

tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipersyaratkan dalam waktu yang 
ditentukan setelah pembebasan sementara; dan 

dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. 

Pasal 14 
Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Setiap Kepala 
Ferangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap 
Pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi; 

'embinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

° menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya; 

menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional; 

mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan 
«enaik an pangkatnya. 

~""at Daerah yang ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan fungsional bertanggung 
a(as pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 

RA rW 

sebagaimana 
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BAB IV 
NAMA JABATAN 

Pasal 15 
:. :. dimaksud dalam 

laksana dan jabatan fungsional sebagaimana A 
~atan ie!",,[saaan berdasaran penetapan nama jabatan pelaksana 1a 

en6 4an Pasa! 
~12 : al; as fungsione' .. dimaksud pada ayat (1) 

%ata »laksana dan jabatan fungsional sebagaimana ? 
av :batan pe c... beb: ke eapan1 ,, alisis jabatan dan analisis eban :era; 
e" ~an hasil an 
kas" tbatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud P" 

etapall n�a Jaun:uk memberikan kejelasan tugas bagi para PNS dalam melaksan can 
en »rtujuan 
Yat (2) be · pada perangkat daerah; 

tan fungs (3) uga' elaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
J·abatan pe . akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

tam? dalam Lampiran yang merup ' 
arcantum 
3pat in. 

Pasal 16 

Fungsl ·onal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pelaksana dan Jabatan 
,Jabatan 
j dasar dalam: : 

a0 dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan; 
enyusunan . 

lllbangan dan pola karier; enge 
romosi; 
mutasi} 
enilaian kinerja; 
enggajian dan tunjangan; 

enghargaan; 
lisiplin; 
emberhentian; dan 
ensiun. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 17 

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
PNS yang berasal dari formasi pengangkatan tenaga honorer atau formasi Praja Sekolah 
Finggi Pemerintahan Dalam Negeri / Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan 
lalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dalam hal terdapat 
ketidaksesuaian nama jabatan pelaksana, akan disesuaikan dengan formasi jabatan 
Pelaksana yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah; 

P�s Yang diangkat berasal dari formasi umum dan ditetapkan dalam nama jabatan 
:e aksana sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan jabatan 
@g tertera didalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB VI ... 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

: ;ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Bupat . . 

~em" mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
tan "",~. Berita Daerah Kabupaten Melawi. 

~~canny° en? 
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Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 9 0flu 

~dangkan di Nanga Pinoh 
atanggal 6 ouchlc 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,MR 

t 
IVO T}US MULYONO 

AITA DAERAH KABUPA'EN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 8-6 

2017 


